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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 143 /PMK.01/2019 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1c) 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada 

Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Menteri Keuangan 

membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan 

Internasional; 

b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga 

Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan 

persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 

B/885/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan 

Internasional; 
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah 

Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6255) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada 

Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6379); 

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA LEMBAGA DANA KERJA SAMA 

PEMBANGUNAN INTERNASIONAL. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1  

(1) Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional 

yang selanjutnya disingkat LDKPI merupakan unit 

organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan 

keuangan badan layanan umum. 
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(2) LDKPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Keuangan melalui direktur jenderal yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan 

pembiayaan dan risiko. 

(3) LDKPI dipimpin oleh Direktur Utama. 

 

Pasal 2  

LDKPI bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana kerja 

sama pembangunan internasional (endowment fund) dan dana 

dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah 

asing/lembaga asing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 2, LDKPI menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengelolaan dana investasi pemerintah yang 

dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan 

internasional (endowment fund); 

b. pengelolaan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, 

kinerja dan risiko, kepatuhan internal, komunikasi, data, 

dan informasi LDKPI, pengoordinasian dan pemberian 

fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja 

sama LDKPI, serta pelaksanaan hubungan kelembagaan 

LDKPI; 

c. pelaksanaan pengelolaan investasi, perencanaan dan 

pelaksanaan penyaluran dana untuk pemberian hibah, 

penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, 

pelaksanaan pengadaan untuk keperluan hibah, dan 

penyelesaian transaksi (settlement), serta pemantauan 

dan evaluasi efektivitas pemberian hibah; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri 

Keuangan. 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.1194 -4- 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4  

LDKPI terdiri atas: 

a. Direktur Keuangan dan Umum; 

b. Direktur Investasi dan Penyaluran Dana; dan 

c. Satuan Pemeriksaan Intern. 

 

BAB III 

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM 

 

Pasal 5  

Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan dana investasi pemerintah yang 

dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan 

internasional (endowment fund), pengelolaan keuangan, 

organisasi, sumber daya manusia, kinerja dan risiko, 

kepatuhan internal, komunikasi, data, dan informasi LDKPI, 

pengoordinasian dan pemberian fasilitas penyusunan 

peraturan dan perjanjian dan kerja sama LDKPI, serta 

pelaksanaan hubungan kelembagaan LDKPI. 

 

Pasal 6  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 5, Direktur Keuangan dan Umum menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan 

pada dana kerja sama pembangunan internasional 

(endowment fund), penyusunan rencana strategis, 

dokumen perencanaan anggaran, rencana bisnis dan 

anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan akuntansi 

dan penyusunan laporan keuangan; 

b. pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, 

kinerja dan risiko, kepatuhan internal, Barang Milik 

Negara, serta urusan tata usaha LDKPI; dan 
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c. pengoordinasian dan pemberian fasilitas penyusunan 

peraturan dan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan 

hubungan kelembagaan, serta pengelolaan komunikasi, 

data, dan informasi LDKPI. 

 

Pasal 7  

Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas: 

a. Divisi Keuangan; 

b. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan 

c. Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan. 

 

Pasal 8  

(1) Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan 

pada dana kerja sama pembangunan internasional 

(endowment fund), penyusunan rencana strategis, 

dokumen perencanaan anggaran, rencana bisnis dan 

anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan akuntansi 

dan penyusunan laporan keuangan. 

(2) Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan organisasi dan sumber 

daya manusia, kinerja dan risiko, kepatuhan internal, 

Barang Milik Negara, serta urusan tata usaha LDKPI. 

(3) Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan mempunyai 

tugas melakukan pengoordinasian dan pemberian 

fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja 

sama, pelaksanaan hubungan kelembagaan, serta 

pengelolaan komunikasi, data, dan informasi LDKPI.  

 

BAB IV 

DIREKTUR INVESTASI DAN PENYALURAN DANA 

 

Pasal 9  

Direktur Investasi dan Penyaluran Dana mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan investasi, perencanaan dan 

pelaksanaan penyaluran dana untuk pemberian hibah, 

penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, 
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